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Bupati Hadiri Penyampaian LHP BPK RI Atas LKPP 2023 kepada Presiden 

Mahulu Termasuk Terbaik Se-Kaltim 

 

  

Sumber gambar :Kaltimpost.co.id    Kamis,11/07/2024 

 

Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) merupakan salah satu daerah yang mendapatkan 

predikat Terbaik se-Kaltim dalam pemeriksaan dan hasil evaluasi Badan Pengelolaan 

Keuangan (BPK) RI. 

JAKARTA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh menghadiri 

acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) RI atas 

Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 

2023, di Cendrawasih Room – Jakarta Convention Center (JCC), Jl. Gatot Subroto 

No.01 Jakarta Pusat. Senin ( 08/07). 

Penyampaian LHP atas LKPP TA 2023 ini dilakukan oleh Ketua BPK RI Isma Yatun 

Kepada Presiden RI Joko Widodo, dan atas Pertanggungjawaban Laporan Hasil 

Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Pusat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

yang merupakan capaian ke – 8 kali sejak Tahun 2016.  

“Apresiasi kepada BPK RI atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan 

tugas pemeriksaan keuangan negara. Selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat 

dan daerah yang berhasil meraih predikat WTP tahun ini. WTP bukan prestasi, tapi 

WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini 

uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, 

pasti diperiksa,” kata presiden. 
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Sementara, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menyampaikan terkait arahan dari 

Presiden Joko Widodo. “Tentu bagi Pemkab Mahulu berkomitmen dengan menjalankan, 

mempertanggungjawabkan serta mengelola keuangan negara dengan baik dan 

bermanfaat bagi masyarakat. Pemkab Mahulu telah berhasil membuktikan dengan 

meraih predikat WTP lima kali berturut-turut,” ucap bupati 

Bonifasius Belawan Geh melanjutkan, kegiatan ini menjadi pedoman juga bagi Pemkab 

Mahulu untuk tetap mempertahankan perolehan WTP. Karena diketahui juga, bahwa 

hasil Evaluasi BPK RI untuk Kabupaten Mahulu merupakan salah satu daerah yang 

mendapatkan predikat Terbaik dalam pemeriksaan BPK Se-Kaltim.  

“Ini salah satu prestasi kita di samping WTP kemarin, kita mampu menyelesaikan 

tindak lanjut laporan keuangan kita kepada BPK, sehingga kita mendapatkan nilai 

tertinggi Se-Kaltim,” ungkap Bupati. (Prokopim/rdh) 

 

Sumber berita:  

1. KaltimPost, Bupati Hadiri Penyampaian LHP BPK RI Atas LKPP 2023 kepada 

Presiden Mahulu Termasuk Terbaik Se-Kaltim, 11/07/24  

   

Catatan: 

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 

15/2004) bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan 

pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. 

2. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU 15/2004 diatur bahwa pemeriksaan keuangan negara 

meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas 

tanggung jawab keuangan negara. 

3. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU 15/2004, pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh 

unsur keuangan engara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

4. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU 15/2004 diatur bahwa, laporan hasil pemeriksaan 

atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. 

 Dalam penjelasan ayat tersebut dinyatakan bahwa opini merupakan 

pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan 

yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) 

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan 

pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan 
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perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. 

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni 

(i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar 

dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed 

opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of 

opinion).  

  


